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ABSTRAK 

 
ANALISIS PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN METODE 

VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH 

KOTA MEDAN PERIODE 2019-2023 

 

Viona Asmara 

Program Studi Akuntansi 

Email: vionaasmara45@gmail.com 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur kinerja dari 

Pemerinah Kota Medan periode 2019-2023 ditinjau berdasarkan konsep value for 

money, yaitu menggunakan rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis data 

kualitatif yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota 

Medan Periode 2019-2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berdasarkan dari dokumentasi kemudian disesuaikan dengan 

indikator Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian 

terhadap kinerja keuangan. Teknik analisis data dalam penelitain menggunakan 

teknik analisis deskriptif.  

Penelitian ini berangkat dari adanya program yang tidak terlaksana dengan 

baik pada saat pembangunan infrasturktur yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Medan dalam menjalankan perannya menjadi pemerintah daerah. Yang mana 

pada saat pembuatan lampu penerangan jalan yang mengalami kegagalan dan 

mengakibatkan Pemerintah Kota Medan mengalami kerugian sebesar 25,7 miliar 

dan juga kegagalan yang terjadi pada saat menjalankan proyek perbaikan jalan 

yang juga membuat Pemerintah Kota Medan mengalami kerugian sebesar 1,7 

miliar.  

Hasil penelitian ini menunjukan Pemerintah Kota Medan selama periode 

2019–2023 memiliki rasio ekonomis berada pada kategori kurang ekonomis 

dengan tingkat ekonomis rata-rata 78,482%, rasio efisiensi berada pada kategori 

kurang efisiensi dengan tingkat efisiensi rata-rata 99,85% dan rasio efektivitas 

berada pada kategori cukup efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata 85,82%. 

 

Kata Kunci: Pengukuran kinerja, value for money, rasio ekonomis, rasio 

efisiensi, rasio efektivitas 
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ABSTRACT 

 
PERMORMANCE MEASUREMENT ANALYSIS USING VALUE FOR 

MONEY METHOD AT THE MEDAN CITY GOVERNMEN PERIOD 2019-

2023 

 
Viona Asmara 

Accounting Study Program 

Email: vionaasmara45@gmail.com 

 

This research seeks to evaluate and assess the effectiveness of the Medan 

City Government during the period from 2019 to 2023, focusing on the value for 

money framework, which emphasizes ratios of economy, efficiency, and 

effectiveness. The approach employed in this research is descriptive, utilizing 

qualitative data derived from the Medan City Government's Budget Realization 

Report for the years 2019 to 2023. The technique for gathering data in this study 

is founded on documentation, which is then aligned with the criteria set by 

Kepmendagri No. 690.900.327 from 1996 that pertains to the evaluation of 

financial performance. For the analysis of the data, this study applies descriptive 

analytical methods. 

This research stems from the recognition of a program that was 

inadequately executed during the infrastructure projects undertaken by the 

Government of Medan City in fulfilling its responsibilities as a local authority. 

During the installation of street lighting, there was a lack of success that led to 

the Medan City Government incurring a financial setback of 25.7 billion, in 

addition to the setbacks encountered during the road repair initiative, which also 

resulted in a loss of 1.7 billion for the Medan City Government. 

The findings of this research show that the Medan City Government has an 

economic ratio classified as very economical for the years 2019 to 2023, with a 

mean less economic level of 78,48%. The efficiency ratio falls into the inefficient 

category, reflecting an average less efficiency level of 99,85%. Additionally, the 

effectiveness ratio is positioned in the fairly effective category, showing an 

average effectiveness level of 85,82%. 

 

Keywords: Performance measurement, value for money, economic ratio, 

efficiency ratio, effectiveness ratio 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan 

yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Dalam Undang-Undang. No. 

32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten akan memberikan 

kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi 

kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Oleh karena itu, 

Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam membangun dan mengelola daerah 

dengan baik. 

Organisasi Sektor publik merupakan satuan kerja perangkat daerah yang  

terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, dimana pelaksanaan utama dari tujuan 

organisasinya yaitu tidak mencari keuntungan keuangan. Jadi organisasi tersebut 

umumnya dimiliki secara kolektif secara publik dan kepemilikan atas sumber 

dayanya tidak dicerminkan dalam bentuk saham yang dapat diperjual belikan 

(Purnama Warsani sari, 2022). 

Organisasi sektor publik pada umumnya berupa lembaga-lembaga negara 

atau pemerintah atau organisasi yang memiliki keterikatan dengan keuangan 

negara. Disis lain publik sendiri juga dapat diartikan sebagai masyarakat, yaitu 

1 
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pihak yang mempunyai kepemilikan atas organisasi sektor publik tersebut dan 

pihak yang berhak mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh organisasi sektor 

publik tersebut (Nurmala, 2015).   

Dengan adanya hak otonomi daerah membuat pemerintah daerah dapat 

menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi daerah. Hal ini mempertegas kebutuhan atas 

pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar. Dan di akhir periode 

kepemimpinan, pemerintah daerah akan melakukan laporan pertanggung jawaban 

atas APBD selama satu periode sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas 

kepada masyarakat. Dimana proses dalam laporan keuangan daerah merupakan 

proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi 

ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai 

informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh 

pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten,kota atau provinsi) 

(Hafsah, 2018).  

Sebagai bagian dari masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kebijakan 

pemerintah daerah, kita dapat mengukur dan melihat seberapa besar tingkat 

keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. 

Maka dari itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap pemerintah. 

Menurut Ulum (2012) Pengukuran kinerja adalah cara untuk 

mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan 

pemerintah. Pengukuran kinerja penting dilakukans sebagai salah satu bentuk 

evaluasi bagi pemerintah daerah maupun satuan kerja guna peningkatan pelayanan 

publik, kinerja maupun akuntabilitasnya, hal ini juga sesuai dengan penilaian yang 
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disampaikan oleh (Mardiasmo, 2018) yang menegaskan bahwasanya pengukuran 

kinerja berfungsi untuk mengukur serta memberi penilaian terhadap prestasi 

manajer serta unit-unit organisasi yang berada dibawah naungannya. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja 

dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen 

perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pada 

prinsip anggaran atau yang biasa kita sebut Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) adalah gambaran dari kebijakan pemerintah daerah yang 

dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi kebijakan penerimaan pemerintah 

daerah serta realisasi anggaran tahun yang lalu (Zulia Hanum 2011). Pengukuran 

kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak 

untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. 

Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja 

yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak hanya dengan menggunakan satu 

ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda 

(Sinambela Elizar, 2016). Hal ini diperlukan untuk memastikan tercapainya 

pengeluaran yang tidak melebihi anggaran dan kegiatan yang direncanakan telah 

mencapai sasaran. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah dareah 

dalam menentukan tingkatan pencapaian tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan 

oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh Instansi Pemerintahan. 

Pengukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) dapat diukur menggunakan konsep value for money. 

Menurut Karina & Ramadhani (2022) kriteria utama yang mendasari pelaksanaan 

manajemen publik dalam pengukuran Value for Money adalah ekonomi, efisiensi, 
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efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja dengan 

menggunakan metode Value For Money didukung dengan adanya grand teori 

Donalson et al (1991) Teori Agensi dan stewardship theory, pemerintah sebagai 

Principal yang punya kewenangan, kemudian kepala balai sebagai agent sebagai 

pengguna anggaran. Semakin tinggi realisasi pendapatan yang diperoleh oleh 

pemerintah daerah, mencerminkan semakin baik kinerja pemerintah daerah 

tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk semakin cerdas dan berfikir 

kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama dalam hal transparansi dan 

akuntabilitas publik oleh lembaga lembaga sektor publik (Sari & Nindi 2014).  

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga 

maksud, pertama untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja 

dimasudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran 

program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam 

memberikan pelayanan publik. Kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan 

pembuatan keputusan. Ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan 

memperbaiki komumikasi kelembagaan (Saragih Fitriani, Elizsar Sinambela, 

2018) 

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik 

yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi dan 

efektivitas (Mardiasmo 2016). Ekonomi adalah suatu metode untuk mengurangi 

pengeluaran sekaligus meningkatkan input dan pendapatan melalui berbagai 

kegiatan yang berkelanjutan (Mahmudi, 2016). Salah satu pendekatan untuk 

mengevaluasi dampak ekonomi suatu kegiatan adalah dengan membandingkan 

jumlah anggaran aktual dengan anggaran yang dimaksudkan. 
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Mahmudi (2016) menyatakan bahwa membandingkan harga aktual dengan 

biaya standar merupakan salah satu cara untuk mengetahui efisiensi. Sementara 

itu, Mardiasmo (2016) membandingkan output yang diharapkan dengan input 

merupakan suatu metode dalam pengukuran efisiensi. Karena efisiensi 

didefinisikan sebagai rasio input terhadap output, maka dapat dikatakan bahwa 

keuangan daerah telah dikelola dengan baik oleh pemerintah, apabila nilai rasio 

perhitungannya semakin menurun. Mahmudi (2016) penjelasan tentang 

keterkaitan antara produksi dan tujuan adalah apa yang dimaksud dengan 

efektivitas. Suatu organisasi akan lebih efektif apabila output-nya memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuannya. 

Dalam menjalankan perannya sebagai pemerintah daerah, Pemerintah kota 

Medan terlibat langsung dalam perencanaan, pengendalian, dan pendistribusian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui. Oleh sebab itu 

pemerintah kota Medan harus memberikan usaha yang terbaik agar APBD yang 

direncanakan sesuai dengan prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi 

dan juga akuntabilitas yang disertai pengawasan oleh lembaga terkait dan 

masyarakat. 

Selama menjabat sebagai walikota kota Medan, Muhammad Bobby Afif 

Nasution memiliki program pembangunan infrastruktur pelayanan dasar 

pemerintah daerah. Beberapa diantaranya yaitu pembangunan dan rehabilitasi 

jembatan, revitalisasi lapangan merdeka, pembangunan islamic center, 

peningkatarn infrastruktur penerangan jalan umum, dan perbaikan jalan.(Leandha, 

2022) 

Namun tidak semua program berjalan dengan semestinya. Pada tahun 2023 
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walikota kota Medan menegaskan bahwa proyek lampu jalan yang akrab disebut 

lampu “pocong” di tahun 2022 total senilai Rp.25,7 M dianggap sebagai proyek 

gagal. Pihaknya menyebutkan kegagalan ini diduga ada kelalaian dalam 

perencanaan, sehingga proyek penataan lanskap dan pemasangan lampu jalan 

sekitar 1.700 unit tidak sesuai perencanaan awal (Said, 2023). Selain itu, terdapat 

perbaikan jalan yang juga mengalami kegagalan lantaran miskomunikasi antar 

lembaga terkait sehingga membuat beberapa pengendara motor tergelincir di jalan 

Sudirman karena pergantian aspal dengan bahan yang bermotif mirip keramik. 

Proyek perbaikan jalan tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp 1, 7 miliar. 

Dari kedua fenomena yang terjadi, kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa 

program yang menjadikan alokasi dari APBD kota Medan belum ekonomis, 

efisiensi, dan efektivitas sehingga mengalami kerugian dan menimbulkan banyak 

dampak negatif (Leandha, 2022). Berikut data Laporan Realisasi Anggaran 

Pemerintah Kota Medan dari tahun 2019-2023 

Table 1.1 

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Periode 2019-2023 

 

Tahun Anggaran Belanja Realisasi Belanja Rasio Anggaran 

Pendapatan 

Realisasi Pendapatan 

2019 6.302.963.592.428 5.059.387.661.308 80,26% 6.257.239.035.331 5.518.722.179.306 

2020 5.254.667.074.399,53 3.854.742.410.736,56 73,35% 4.757.852.448.866,16 3.988.761.485.152,01 

2021 5.731.395.062.275 4.499.145.144.311,87 78,50% 5.208.964.175.119 5.023.080.346.608,29 

2022 7.668.720.191.488 6.047.219.172.842 78,86% 6.522.123.770.774 5.449.340.586.722,85 

2023 7.844.702.182.572 6.282.441.543.317 80,08% 7.296.157.352.009 5.802.580.478.749,50 

Sumber: LRA Pemerintah Kota Medan setelah diolah 

 

Pada table1.1 diatas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran pada 

pemerintah kota Medan tidak cukup baik pada tahun 2020 dimana hanya 

digunakan sebesar 73,35%. Namun jika dilihat dari sudut pandang Value for 
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Money sebagai alat untuk mengukur kinerja fenomena tersebut, dapat dikatakan 

kurang eknomis, kurang efesiensi dan kurang efektivitas. 

Berikut merupakan hasil perhitungan dari Laporan Realisasi Anggaran 

Pemerintah Kota Medan yang sudah menggunakan Metode Value For Money: 

Table.1.2 

Value For Money 

 

Tahun Ekonomis Efisiensi Efektivitas 

2019 80,27% 91,68% 88,20% 

2020 73,36% 96,64% 83,84% 

2021 78,50% 89,57% 96,43% 

2022 78,86% 110,97% 83,55% 

2023 80,09% 108,27% 79,53% 

  

Adapun tiga kriteria yang ditentukan oleh Kepmendagri dalam 

penggunaan metode Valu For Money yaitu : Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas 

sebagai berikut: 

Table.1.3 

Kriteria Ekonomis Value For Money 

 

Presentase Nilai Kinerja Kriteria 

100% - Keatas Sangat Ekonomis 

90% - 100% Ekonomis 

80% - 90% Cukup Ekonomis 

60% - 80% Kurang Ekonomis 

Kurang Dari 60% Tidak Ekonomis 
Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 

 

Dari data Laporan Realisasi Anggaran diatas juga dapat diketahui bahwa 

pemerintah kota medan menghasilkan data anggaran yang kurang ekonomis pada 

tahun 2020,2021, dan 2022 karena hasil rasionya berada dibawah 80%. 
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Table 1.4 

Kriteria Penilaian Efisiensi Metode Value For Money 

 

Presentase Nilai Kinerja Kriteria 

100% - Keatas Tidak Efisiensi 

90% - 100% Kurang Efisiensi 

80% - 90% Cukup Efisiensi 

60% - 80% Efisisensi 

Kurang Dari 60% Sangat Efisiensi 
Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 

 

Dari data Laporan Realisasi Anggaran dapat di temukan pendapatan 

Pemerintah Kota Medan pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 91,68% dan 96,64% 

yang mana di kategorikan Kurang Efisiensi. Pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 

110,97% dan 118,27% yang mana di kategorikan Tidak efisiensi.  

Teble 1.5 

Kriteria Penilaian Efektivitas Metode Value For Money 

 

Presentase Nilai Kinerja Kriteria 

100% - Keatas Sangat Efektivitas 

90% - 100% Efektivitas 

80% - 90% Cukup Efektivitas 

60% - 80% Kurang Efektivitas 

Kurang Dari 60% Tidak Efektivitas 
Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 

Dari data Laporan Realisasi Anggaran diatas juga dapat diketahui bahwa 

pemerintah kota medan menghasilkan pendapatan yang kurang efektif pada tahun 

2023 sebesar 79,53%. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah serta fenomena diatas 

menjadikan penulis tertarik untuk menganilisis Kinerja Keuangan Pemerintah 

Kota Medan dengan menggunakan metode Value For Money. Berdasarkan itu 

penulis menetapkan judul penelitian yaitu "Analisis Pengukuran Kinerja 

Menggunakan Metode Value for Money Pada Pemerintah Kota Medan 

Periode 2019 - 2023".  
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

berikut adalah beberapa identifikasi masalah yaitu: 

1. Adanya beberapa kegagalan pada program pembangunan infrastruktur 

pemerintah kota Medan yang menimbulkan kerugian terhadap APBD kota 

Medan 

2. Menurunnya penyerapan anggaran menggunakan Value For Money pada 

Pemerintah Kota Medan sebagai penggunaan anggaran  

3. Penurunan tingkat realisasi belanja pada Pemerintah Kota Medan pada tahun 

2020. 

Dalam penelitian ini, sangat penting untuk membatasi penelitian. Maka 

penelitian yang dilakukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan  

dibatasi hanya menggunakan 3 kriteria yaitu: Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas 

pada rasio Value For Money. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, sangat penting untuk membatasi penelitian. Maka 

penelitian yang dilakukan kepada Badan Keuangan Dan Aset  Daerah Kota 

Medan dibatasi hanya menggunakan 3 kriteria yaitu: Ekonomis, Efisiensi, dan 

Efektivitas, pada rasio Value For Money. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Kota Medan diukur dengan menggunakan 

Value for Money?  
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2. Bagaimana tingkat ekonomis program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah kota Medan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan?  

3. Bagaimana tingkat efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah kota Medan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan?  

4. Bagaimana tingkat efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah kota Medan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan?  

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pemerintah Kota Medan dengan 

menggunakan Value For Money. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat ekonomis program dan kegiatan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Medan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi program dan kegiatan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Medan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas program dan kegiatan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Medan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian adalah:  

1. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai 

analisis pengukuran kinerja menggunakan metode value for money 
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2. Bagi Akademis 

Diharapkan untuk dapat menjadi referensi dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya terkait dengan pengukuran kinerja menggunakan metode value for 

money. 

3. Bagi Pemerintahan dan Instansi Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat evaluasi yang strategis 

dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tata kelola yang lebih 

baik dan profesional dalam pemerintah daerah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pengukuran Kinerja  

2.1.1.1 Pengertian Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan sistem yang digunakan untuk 

membantu manajer publik dalam menilai pencapaian melalui tolak ukur kinerja 

(Halim, A  & Kusufi 2017). Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk 

memenuhi tiga maksud, yaitu: meningkatan efektivitas pelayanan publik, dalam 

arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik 

menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya 

penghematan dalam penggunan input; alokasi belanja yang lebih berorientasi pada 

kepentingan publik, meningkatkan kesadaran akan uang publik (Public Costs 

Awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntanbilitas publik (Mardiasmo 2021). 

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengukur kinerja organisasi, termasuk 

pengukuran atas  Produktivitas, Efektivitas, Kualitas dan Ketepatan waktu (Andi 

2022). 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran 

kinerja merupakan penilaian terhadap organisasi sektor publik untuk mengukur 

pencapaian pelaksanaan yang nantinya dapat dijadikan acuan pencapaian pada 

periode berikutnya dan juga bertumpu pada hasil pengukuran kinerja yang 

dilakukan dalam periode berjalan. 
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2.1.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja 

Menurut Majid (2019), standar untuk mengevaluasi keuangan negara telah 

lahir di bidang pemeriksaan sektor publik. Pemeriksaan sektor publik sangat 

penting untuk mencapai akuntabilitas publik. Sektor publik, khususnya 

pemerintah, Ada tiga macam pemeriksaan, khususnya pemeriksaan pembukuan, 

pemeriksaan pelaksanaan, dan pemeriksaan yang memiliki alasan tertentu. 

Sedangkan, menurut Halim, A& Kusufi (2017) pengukuran kinerja digunakan 

untuk membantu manajer publik dalam menilai capaian melalui tolak ukur kinerja 

yang telah ditetapkan. 

Dengan dilakukannya pengukuran kinerja, maka kita bisa memantau dan 

mengevaluasi pelaksanaan kinerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki 

kinerja periode berikutnya. Selain itu, kita juga bisa memastikan apakah 

pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan objektif (Novi Fadhila 2022). 

Menurut Mardiasmo (2009) Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor 

publik di lakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu: 

a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah 

b. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan 

c. Untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki   

komunikasi kelembagaan. 

2.1.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja 

Mardiasmo (2009) menyatakan manfaat pengukuran kinerja dalam 

organisasi sektor publik sebagai berikut: 

1. Pemahaman tentang ukuran yang untuk penilaian kinerja  manajemen. 

2. Memberikan arahan untuk sesuai rencana yang dituangkan. 



14 

 

 

3. Pantau, awasi pencapaian kinerja, dan bandingkan dengan tujuan kinerja, dan 

ambil tindakan kolektif untuk meningkatkan kinerja. 

4.  Penghargaan dan hukuman. 

5. Alat komunikasi bottom-up dengan atasan untuk meningkatkan kinerja 

organisasi. 

6. Membantu menentukan apakah akan memenuhi kepuasan pelanggan. 

7. Membantu memahami rencana kebijakan lembaga pemerintah. 

8. Pastikan pengambilan keputusan yang mendalam dan obyektif. 

Menurut Mahsun (2016) manfaat pengukuran kinerja sebagai berikut: 

1. Memberikan efektivitas pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan yang 

diberikan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran. 

2.  Meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

3. Biaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi murah karena 

menghilangkan setiap inefisiensi yang ada dan menghemat pemakaian sumber 

daya.  

4. Peruntukan belanja lebih mengarah kepada kepentingan publik. 

5. Meningkatkan cost awareness sebagai awal akuntabilitas publik. 

2.1.1.4 Konsep Pengukuran Kinerja 

Menurut Wibowo (2010) kinerja adalah implementasi dari rencana yang 

telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya 

ma(Pemerintah, n.d.)nusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan 

kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya 

manusianya akan memengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja. 

Permendagri No.38 Tahun 2018 menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran atau 
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hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.  

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan 

dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil 

suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau 

perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan 

operasional. 

2.1.1.5 Indikator Pengukuran Kinerja 

Indikator pengukuran kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran 

(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts), dimana 

Bastian & Indra (2006) menjelaskan :  

1. Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator 

ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, 

kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.  

2. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai 

dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.  

3. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).  

4. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir 

dari pelaksanaan kegiatan.  
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5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang 

telah ditetapkan. 

Apa yang diungkapkan Indra Bastian diatas, sejalan dengan pendapat 

Mardiasmo (2009) bahwa, “istilah indikator kinerja mengacu pada penilaian 

kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan 

indikasi-indikasi kinerja”. Yang mana, adapun peran indikator kinerja bagi 

pemerintah yaitu:  

1. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi.  

2. Untuk mengevaluasi target akhir (final outcome) yang dihasilkan. 3. Sebagai 

masukan untuk menentukan skema insentif manajerial. 

3. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan 

pilihan. 

4. Untuk menunjukkan standar kinerja. 

5. Untuk menunjukkan efektivitas. 

6. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang 

paling baik untuk mencapai target sasaran.  

7. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk 

dilakukan penghematan biaya 

2.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah daftar yang memuat 

rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah selama satu tahun. 

APBD ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 

Januari sampai dengan 31 Desember (Mahsun, 2016). 
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Struktur APBD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016  terdiri 

dari 3 bagian sebagai berikut: 

1) Pendapatan Daerah 

Penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari 

berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

2) Belanja Daerah 

Belanja daerah adalah penurunan dalam manfaat ekonomi selama 

periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau deplesi aset atau 

terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana. 

3) Pembiayaan adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah 

yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau sebagai 

alukasi surplus. 

Menurut Pasal 16 Permendagri No. 13/2006, APBD memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

1) Otorisasi; anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan 

pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 

2) Perencanaan; anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen 

dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 

3) Pengawasan; anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah 

kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

4) Distribusi; kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan anggaran 
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5) Stabilisasi; anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara 

dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. 

Berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015 Prinsip Penyusunan APBD antara lain: 

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

berdasarkan urusan dan kewenangannya. 

2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan 

dalam perundang-undangan. 

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan 

akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. 

4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.  

5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. 

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih 

tinggi dan peraturan daerah lainnya. 

2.1.3. Laporan Keuangan Sektor Publik 

2.1.3.1. Pengertian dan Fugsi Laporan Keuangan Sektor Publik  

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu 

proses pengumpulan, pengolahan, dan pengomunikasian informasi yang 

bermandaat untuk pembuatan keputusan dan menilai kinerja organisasi 

(Sudaryono, 2016).  Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan 

keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti Laporan 

Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Arus 
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Kas, Neraca, serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan 

non-finansial (Mardiasmo 2009:160). 

Menurut Sudaryono (2016) secara umum fungsi laporan keuangan 

pemerintah adalah: 

1) Kepatuhan dan pengelolaan 

2) Perencanaan dan informasi otorisasi 

3) Kelangsungan organisasi 

4) Hubungan masyarakat 

5) Sumber fakta dan gambaran 

2.1.3.2. Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik 

Adapun tujuan dari penyusunan sebuah laporan keuangan pada suatu 

organisasi sektor publik ialah untuk : 

1) Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan 

sumber daya finansial. 

2) Meyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan 

memenuhi persyaratan kasnya. 

3) Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan 

entitas untuk mendanai aktivitanya dan memenuhi kewajiban serta 

komitmennya. 

4) Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan 

di dalamnya. 

5) Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi 

kineria entitas atas hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian & 

Indra, 2006). 
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2.1.3.3. Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik 

1. Neraca  

Menurut Peraturan Pemerintah No.27 (2014) neraca merupakan salah satu 

komponan yang ada dalam laporan keuangan pemerintah. Neraca 

menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan aset, kewajiban dan 

ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-

kurangnya pos-pos berikut : 

a. Kas dan setara kas 

b. Investasi jangka pendek 

c. Piutang pajak dan bukan pajak 

d. Persediaan 

e. Investasi jangka panjang 

f. Aset tetap 

g. Kewajiban jangka pendek 

h. Kewajiban jangka panjang 

i. Ekuitas dana  

2. Laporan Realisasi Anggaran 

Menurut PSAP No 02 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi 

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing- 

masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode PSAP No 02 PP 

No 71 (2010) 

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga 

menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, serplus/defisit, dan 

pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar Faud (2016). 
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Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos 

sebagai berikut : 

a. Pendapatan 

b. Belanja 

c. Transfer 

d. Surplus atau defisit 

e. Penerimaan pembiayaan 

f. Pengeluaran pembiayaan 

g. Pembiayaan neto; dan 

h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA PSAP No 02 PP 

No 71 Tahun 2010) 

3. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah menyajikan informasi penerimaan dan 

pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan 

berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non 

anggaran Faud (2016). 

Menurut PSAP No 03 Laporan Arus Kas menyajikan menyajikan 

informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu 

yang diklasifikasikan berdasarkn aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, 

pembiayaan dan non anggaran (PSAP N0 03 PP No 71 Tahun, 2010) 

Entitas pelaporan pemerintah pusat/ daerah sebaiknya menggunakan 

metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. 

Keuntunganpenggunaan metode langsung adalah sebagai berikut : 
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a) Menyediakan informasi yang telah baik untuk mengestimasikan arus kas 

di masa yang akan datang. 

b) Lebih mudah dipahami oleh penggunaan laporan. 

c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat. 

langsung diperoleh dari catatan akuntansi (PSAP, No 03 PP No 71 Tahun 

2010) 

4. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Menurut PSAP No 04 setiap entitas pelaporan diharuskan untuk 

menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan 

dari laporan keuangan untuk tujuan umum (PSAP No 04 PP No 71 Tahun 2010). 

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud agar laporan keuangan dapat 

dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu 

ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan 

mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaan di 

antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaan, laporan keuangan harus 

dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan 

pengguna dalam memahami Laporan Keuangan (PSAP No 04 PP No 71 Tahun 

2010). 

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap 

pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus 

mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dengan Catatan atas Laporan 

Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar 

terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas 
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Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan 

oleh Pernvataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- 

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan 

keuangan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya (PSAP 

No 04 PP No 71 Tahun 2010.) 

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan 

pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara 

lain: 

a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan ekonomo makro, 

pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD berikut kendala dan 

hambatan yang dihadapi dalam pencapaina target. 

b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan 

c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterpakan atas transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 

d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan satandar 

akuntansi pemerintahan yang belu sajikan alam lembar muka laporan 

keuangan. 

e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja an 

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Menyediakan informasi tambahan 

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam 

lembar muka laporan keuangan (PSAP No 04 PP No 71 Tahun 2010). 
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2.1.4. Value For Money 

2.1.4.1. Pengertian Value For Money 

Value For Money menurut Mardiasmo (2009) merupakan konsep 

pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama 

yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Menurut Mahmudi (2016) value for 

money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana value 

for money memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang.  

Dalam akuntansi dan manajemen keuangan, konsep value for money 

berbeda dengan konsep time value of money. Value for money adalah penghargaan 

terhadap nilai uang, sedangkan time value adalah nilai yang dapat berubah karena 

perubahan waktu (Dila Wandasari & Aqwa Naser Daulay 2023). 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Value For Money 

merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja 

pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus 

mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama, dan 

merupakan indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran 

(dana) yang di belanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. 

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefsiensi, pemborosan, sumber 

kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi tuntutan baru muncul agar 

organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan 

aktivitasnya. Value For Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor 

publik yang mendasarkan pada lima elemen, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan 

efektivitas, keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality). 
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a. Ekonomis merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas 

tertentu pada harga yang  terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input 

dengan input value yang dinyatakan  dalam satuan moneter. 

b. Efisiensi merupakan perbandingan output  input yang dikaitkan dengan 

standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. 

c. Efektivitas meningkatkan tingkat pencapaian hasil program dengan target 

yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan 

outcome dengan output. 

d. Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (social opportunity) yang 

sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang  berkualitas dan 

kesejahteraan ekonomi. 

e. Kesetaraan, perlu dilakukan distribusi secara  merata (equality). Artinya, 

penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok 

tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata (M. Mahsun, 2016). 

2.1.4.2. Indikator Value For Money 

Menurut Bastian & Indra (2006) Menyatakan Bahwa Indikator Value For 

Money adalah: 

1. Ekonomis 

2. Efisiensi 

3. Efektivitas 

Adapun penjelasan lebih lanjut dari indikator diatas ialah sebagai berikut: 

1. Ekonomis 

Menkes (2017) menyatakan bahwa ekonomi adalah melakukan kehematan 

dengan menggunakan sesuatu secara berhati-hati dan bijak agar diperoleh hasil 

yang terbaik. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa ekonomi merupakan 
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hubungan antara pasar dan masukan atau praktik membeli barang dan jasa input 

dengan tingkat kualitas tertentu pada kemungkinan harga yang terbaik (spending 

less). M. Mahsun (2016) yang menyatakan bahwa ekonomi digunakan untuk 

mengukur tingkat kehematan atas pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi 

sektor publik. 

Dari penjelasan yang ada diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ekonomis 

merupakan  suatu alat ukur dalam sebuah organisasi sektor publik yang digunakan 

untuk meminimalisir pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik 

agar tidak mengalami pengeluaran yang berlebih. 

Indikator Rasio Ekonomis 

Pengukuran rasio ekonomi memahami bahwa dalam mendapatkan kualitas 

dan kuantitas tertentu dari sumber daya (input) lebih baik jika dengan harga yang 

lebih murah atau harga yang mendekati harga pasar. 

Ekonomi merupakan ukuran relatif yang dalam pengukurannya hanya 

mempertimbangkan masukan yang digunakan. Rumus untuk menghitung tingkat 

ekonomi menurut M. Mahsun (2016) dijelaskan dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

        
               

              
        

 Kriteria untuk mengetahui seberapa tingkat ekonomis dari hasil 

perhitungan, maka dapat menggunakan indikator pengukuran ekonomis. 

Table.2.1 

Kriteria Ekonomis Value For Money 

 
Presentase Nilai Kinerja Kriteria 

100% - Keatas Sangat Ekonomis 

90% - 100% Ekonomis 

80% - 90% Cukup Ekonomis 

60% - 80% Kurang Ekonomis 

Kurang Dari 60% Tidak Ekonomis 

 Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 Tahun1996 



27 

 

 

2. Efisiensi 

Memaksimalkan output dengan input tertentu adalah sebuah pencapaian. 

Meminimalkan input untuk mencapai output tertentu juga merupakan pencapaian. 

Konsep efisiensi erat kaitannya dengan konsep produktivitas. Efisiensi diukur 

dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan sumber daya yang 

digunakan (biaya produk). 

Indikator Rasio Efisiensi  

Kinerja Pemerintah Daerah dikatakan efisiensi apabila rasio yang dicapai 

kurang dari 100%, atau Semakin kecil rasio efesiensi yang dicapai, maka 

kinerjanyasemakin baik. Tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan 

melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran 

pendapatan (Andriani 2012) 

Mengukur hubungan keuangan dilakukan sebagai praktik membeli 

barang/jasa tertentu yang berkualitas baik dengan harga terbaik (kurang 

konsumsi). Ekonomis berarti efisiensi/efektif yang juga mencakup pengelolaan 

yang bijaksana dan bebas. Ukuran keuangan anggaran tercermin dalam tingkat 

keberhasilan (Pratama, V.Y, Syamsudin & Diva 2022). 

Efisiensi =  
                

                    
        

Table 2.2 

Kriteria Penilaian Efisiensi Metode Value For Money  

 
Presentase Nilai Kinerja Kriteria 

100% - Keatas Tidak Efisiensi 

90% - 100% Kurang Efisiensi 

80% - 90% Cukup Efisiensi 

60% - 80% Efisisensi 

Kurang Dari 60% Sangat Efisiensi 

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996 
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3. Efektivitas 

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan targetnya. 

Efektivitas adalah perbandingan hasil dengan6 output, dan bagaimana output 

berhubungan dengan tujuan. Organisasi, program, atau kegiatan lebih efektif jika 

ada andil output (keluaran) terhadap pencapaian tujuan. Efektivitas menekankan 

hasil, sementara ekonomi menekankan input dan efisiensi proses. 

 

 

Sumber Mardiasmo (2010) 

Gambar 2.1 Skema Value For Money 

 

Indikator Rasio Efektivitas 

Outcome (Hasil) merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap 

masyarakat sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program 

aktivitas dan kebijakan, tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat 

dilihat perbandingan realisasi angaran dengan anggaran pendapatan (penerimaan) 

dan presentase tingkat pencapaiannya Renaldi (2014) 

 

             
                     

                 
        

 

 

 

 

Ekonomis Efisiensi Efektivitas 

Nilai Input Input Output Outcome 
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Table 2.3 

Kriteria Penilaian Efektivitas Metode Value For Money  

 
Presentase Nilai Kinerja Kriteria 

100% - Keatas Tidak Efektivitas 

90% - 100% Kurang Efektivitas 

80% - 90% Cukup Efektivitas 

60% - 80% Efektivitas 

Kurang Dari 60% Sangat Efektivitas 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kota Medan yang mana penelitian 

ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tempat dan waktu yang 

berbeda yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu  

   

NO 
Nama Dan Tahun 

Penelitian 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 

Rika Wulandari, 

Sabirin Iskandar, 

Fausiah (2024) 

 

Analisis Pengukuran 

Kinerja Anggaran 

Belanja dengan 

Menggunakan 

Metode Value For 

Money Pada Dinas 

Pariwisata Kota 

Makassar Periode 

2020-2022 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

kinerja Dinas Pariwisata Kota Makassar yang 

ditinjau dari elemen Ekonomis, Efisiensi,dan 

Efektivitas telah hampir memenuhi syarat Value for 

Money dimana setiap elemen hampir mencapai nilai 

rasio yang hamper mencapai maksimal yang mana 

disertai dengan penghematan anggaran setiap 

tahunnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kinerja 

keuangann Dinas Pariwisata Kota Makassar hamper 

memenuhi syarat Value for Money dimana setiap 

anggaran yang dialokasiikan mampu dikelola secara 

cepat dalam menjalankan setiap program yang telah 

ditentukan. 

 

 2 

 Martha Nditra 

Maya,   Suryanto 

(2024) 

 

Analisis Kinerja 

Keuangan 

Menggunakan 

Pendekatan Value 

For Money Pada 

Pt.Perkebunan 

Nusantara VIII 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil jika 

kinerja keuangan PT Perkebunan Nusantara VIII 

periode 2016-2022 pada tingkat ekonomis 

menunjukkan nilai 90% memenuhi kriteria 

ekonomis, pada tingkat efisiensi menunjukkan nilai 

93% memenuhi kriteria efisiensi, dan pada tingkat 

efektif menunjukkan nilai 95% tidak memenuhi 

kriteria efektivitas. 

3 

 Adriana Alesandra 

Da Cunha, 

Henrikus Herdi, 

Pipiet Niken 

Aurelia (2023) 

 

 Analisis Kinerja 

Keuangan dengan 

Menggunakan 

Metode Value For 

Money Pada Badan 

Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah 

Kabupaten Sikka 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja 

keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Sikka tahun anggaran 2019- 

2021 jika dilihat dari tingkat ekonomis 

dikategorikan ekonomis dikarenakan tingkat rasio 

ekonomisnya kurang dari 100%. Ditinjau dari 

tingkat efisiensi tahun anggaran 2019- 2021 

dikategorikan efisiensi dikarenakan rasio 
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efisiensinya kurang dari 100%. Ditinjau dari tingkat 

efektivitas tahun anggaran 2019 dan 2021 

dikategorikan tidak efektif karena rasio 

efektivitasnya kurang dari 100% dan tahun 2020 

dikategorikan efektif karena rasio efektivitasnya 

lebih dari 100%. 

 4 

 Melta Idrika, Novi 

Mubyarto, Efni 

Anita (2023) 

 

Analisis Pengukuran 

Value For Money 

Pada APBDES 

Dalam Menilai 

Kinerja Keuangan 

Pada Pemerintah 

Desa Sungai Bengkal 

Barat Kecamatan 

Tebo Ilir Kabupaten 

Tebo 

Hasil dalam penelitian yang di lakukan maka 

diperoleh kesimpulan (1) kinerja keuangan Desa 

Sungai Bengkal Barat dari  

segi ekonomi ditahun 2018, 2019 dan 2021 berada 

pada kategori ekonomis, sedangkan tahun 2020 

dikategori kan tidak ekonomis, (2) kinerja keuangan 

Desa Sungai Bengkal Barat dari segi efesiensi tahun 

2018, 2019 dan 2020 berada pada kategori efisiensi, 

sedangkan tahun 2020 dikategorikan tidak efesiensi, 

(3) kinerja keuangan Desa Sungai Bengkal Barat 

dari segi efektivitas ditahun 2019 dan 2020 berada 

pada kategori efektif, sedangkan ditahun 2018 dan 

2021 di kategorikan tidak efektif.. 

 5 

  

Najmawati Petta 

Solong, Yulia 

Puspitasari Gobel, 

Arafah Kurniawan 

(2022) 

 Analisis Kinerja 

Keuangan Dengan 

Menggunakan 

Pendekatan Value 

For Money pada 

Satuan Kerja IAIN 

Sultan Amai 

Gorontalo Periode 

Tahun 2019-2021 

 Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas 

dengan efisiensi rasio hasil penelitian ini adalah 

anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja IAIN 

Sultan Amai Gorontalo diperoleh bahwa laporan 

Realisasi anggaran tahun 2019, 2020 dan 2021 

masing- masing nilai ekonomis < 100, nilai 

Efektivitas >100 dan nilai Efisiensi > 100, sehingga 

dikatakan bahwa laporan realisasi anggaran IAIN 

Sultan Amai Gorontalo untuk tahun 2019, 2020 dan 

2021 memenuhi unsur ekonomis, efisiensi dan 

efektif. 

 

 6 
Indrayani, 

Khairunnisa (2018) 

Analisis Pengukuran 

Kinerja 

Menggunakan 

Konsep Value For 

Money Pada 

Pemerintah Kota 

Lhokseumawe 

Hasil penelitian menunjakan bahwa, Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) 

Kota Lhokseumawe dapat  

menerapkan value for money sebagai konsep 

pengukuran kinerjanya, karena dengan konsep value 

for money pemerintah dapat mengukur kinerja  

organisasi dengan lebih komprehensif, sehingga 

pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya dimasa 

yang akan datang. 

Sumber: Diolah peneliti, 2024 

 

2.3 Kerangka Berfikir Konseptual 

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi 

pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan 

saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara 

bersama-sama, dan merupakan indikator yang memberikan informasi kepada kita 
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apakah anggaran (dana) yang di belanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi 

masyarakatnya. 

Rasio Ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan realisasi biaya 

ang terdapat pada laporan realisasi anggaran. Kinerja pemerintah dikatakan 

ekonomis apabila rasio yang di capai semakin besar dari suatu rasio ekonomis 

berarti kinerja pemerintah semakin baik dan ekonomis. 

Rasio Efektivitas menggambarkan perbandingan antara realiasi 

pendapatan dengan targetnya. Kemampuan daerah dalam menjalani tugasnya di 

katagorikan efektif apabila rasio yang di capai melebihi seratus pesen. Semakin 

tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. 

Rasio Efisiensi menggambarkan antara besarnya biaya yang di keluarkan 

dengan realisasi pendapatan yang di terima. Kinerja pemerintah dalam 

aktifitasnya akan semakin efisen apabila persetase rasio yang dihasikan semakin 

kecil. 

Hasil perhitungan rasio ekonomis, efisiensi, serta efektivitas tersebut dapat 

menggambarkan kinerja keuangan yang dapat diukur value for money dalam 

pendapatan dan belanja daerah kota medan yang dapat dilihat dalam kerangka 

berpikir dibawah ini 
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Gambar 2.2  

Kerangka Konseptual 

Laporan Keuangan Pemerintah 

Pengukuran kinerja

Value For Money

Rasio Ekonomis Rasio Efisisensi Rasio Efektivitas

 Kinerja Keuangan Pemerintah 

(Sesuai Kepmendagri No.690.900-327) 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian 

deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data 

yang diterima dari Pemerintah Kota Medan berupa data-data dari Laporan 

Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Belanja dari Pemerintah Kota Medan 

sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk membantu penulis dalam 

menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. 

Menurut Sugiyono (2018)  penelitian deskriptif adalah suatu penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan 

variabel lain. Artinya penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan 

variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain 

seperti penelitian eksperimen atau korelasi. 

3.2. Definisi Operasional 

Definisi Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjelaskan mengenai 

variabel yang diteliti, konsep, indikator, satuan ukuran, serta skala pengukuran 

yang akan dipahami dalam operasionlisasi variabel. Disamping itu, tujuannya 

adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam 

penelitian ini dan juga dapat dikatakan definisi operasional adalah defenisi yang 

menjelaskan bagaimana variabel tersebut dapat di ukur, dengan memberi arti atau 

penjelasan kegiatan dengan tujuan untuk melihat pentingnya variabel yang di 

33 
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gunakan dalam penelitian ini dan juga untuk mempermudah pemahaman dan 

membahas penelitian nantinya. Analisis kinerja Pemerintah Kota Medan dengan 

menggunakan konsep Value for Money merupakan pengukuran kinerja yang 

dilakukan untuk mengetahui seberapa ekonomis, efisiensi dan efektif kinerja dari 

satuan kerja perangkat daerah tersebut pada setiap periode, definisi variabel dari 

penelitian tersebut adalah : 

Metode Value for Money yang merupakan pengukuran kinerja yang 

digunakan organisasi publik yang dapat diukur melalui penilaian efisiensi, 

efektivitas, dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya. 

a) Wayan Anggita Suri, Halilah (2024)  Rasio ekonomis value for money (VFM) 

adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu 

proyek atau program memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan 

biaya yang dikeluarkan. Rasio ini membantu dalam mengidentifikasi apakah 

suatu proyek atau program memberikan hasil yang memadai dalam konteks 

ekonomi. Ekonomi adalah upaya menghemat uang dengan membeli barang 

dan jasa input dengan kualitas tertentu dengan biaya serendah mungkin. 

Konsep ekonomi secara keseluruhan juga sering disebut sebagai penghematan, 

yang juga mencakup pengelolaan yang bijaksana (prudence), kehati-hatian, 

dan menghindari pemborosan 

Menurut Mahmudi (2015) secara matematis pengukuran ekonomis dapat 

dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1. Definisi Operasional 

tabel kriteria 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 

 

b) Menurut Wayan Anggita Suri, Halilah (2024) Rasio efisiensi value for money 

(VFM) adalah suatu indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu 

proyek atau program pemerintah memberikan manfaat yang sebanding dengan 

biaya yang dikeluarkan. Rasio ini membantu dalam mengukur apakah 

penggunaan dana publik untuk suatu proyek atau program telah efisiensi dan 

memberikan nilai yang optimal bagi masyarakat. Dari perspektif sistemik, 

efisiensi adalah perbandingan output dan input, atau output per unit input. 

Suatu kegiatan, program, atau organisasi dikatakan efisiensi jika dapat 

menghasilkan output tertentu dengan input yang sesedikit mungkin atau paling 

banyak dengan input yang sesedikit mungkin (good spending).  

 

          
               

                    
        

 

c) Menurut Mahmudi (2013) Rasio efektfitas value for money (VFM) adalah 

metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu proyek 

atau program mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan dalam konteks biaya 

Persentase Nilai 

Kinerja 
Kriteria 

100% -  Keatas Sangat Ekonomis 

90% - 100% Ekonomis 

80% - 90% Cukup Ekonomis 

60% - 80% Kurang Ekonomis 

Kurang Dari 60% Tidak Ekonomis 



36 

 

 

 

yang dikeluarkan. Rasio ini membantu dalam mengidentifikasi apakah proyek 

atau program tersebut berhasil dalam memberikan manfaat yang diharapkan 

dalam hubungannya dengan biaya yang dikeluarkan. Kisaran dampak dan hasil 

output program dalam hal pencapaian tujuan program digambarkan oleh 

indikator efektivitas ini. Proses kerja suatu unit organisasi semakin efisiensi 

semakin memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang 

telah ditentukan. Berikut adalah rumus untuk mengukur rasio efektivitas  

Mahmudi (2013). 

            
                    

                 
        

 

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1.Tempat Penelitian 

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian in adalah Pemerintah 

Kota Medan tepatnya di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang 

beralamat Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2, Kota Medan, Sumatera Utara.  

3.3.2.Waktu Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3.2  

Skedul Penelitian 

 

No 

 

Keterangan  

 

 Bulan  

Des 24 Jan 25 Feb 25 Mar 25 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Seminar Proposal                 

2 Pengambilan Data                 

3 Pengolahan Data                 

4 Penulisan Skripsi                  

5 Bimbingan Skripsi                 



37 

 

 

 

3.4. Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

dimana data kuantitatif ini berupa data yang dihitung atau diolah dari data 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota 

Medan periode 2019 - 2023.  

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data data sekunder yaitu data 

yang diperoleh berupa data hasil dokumentasi yaitu jumlah hasil dari Anggaran 

Pendataan dan Belanja Daerah, dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pemerintah Kota Medan. 

3.5. Teknik Pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan pencatatan yang 

bersumber dari dokumentasi laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah pada 

Pemerintah Kota Medan periode 2019 – 2023 yang dibutuhkan oleh peneliti. 

3.6. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan 

mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis 

dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang 

sebenarnya mengenai masalah yang diteliti. Data yang diperoleh akan dianalisis 

secara kuantitatif dengan menggunakan rumus yang ada dalam prinsip value for 

money, yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Setelah itu akan 
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diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan data 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari Pemerintah 

Kota Medan. Data yang dikumpulkan berupa laporan realisasi anggaran dan 

belanja daerah periode 2019 – 2023. 

2. Melakukan analisis terhadap data 

Pada tahap ini penulis akan membuat perhitungan value for money yaitu rasio 

ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas dengan menggunakan rumus 

yang ada. Setelah itu, hasil setiap perhitungan akan ditampilkan dalam bentuk 

tabel. 

3. Mendeskripsikan hasil perhitungan 

Tahap ini menjelaskan hasil perhitungan yang telah dilakukan pada setiap 

rasio yang ada dengan melihat berdasarkan kriteria masing-masing rasio. 

4. Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

Tahapan terakhir yaitu membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1.Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Data 

Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara menjadi parameter 

dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah 

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

berdasarkan hak otonomi daerah. Kemampuan pemerintah daerah khususnya 

Pemerintah Kota Medan dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam menjalankan otonomi daerah, 

pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan 

efisiensi sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat dalam 

pembangunan, dan meningkatkan pemerataan, keadilan dengan mengembangkan 

seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah. 

Didalam Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Kota Medan terdapat 

3 sub bagian belanja yang harus di realisasikan yaitu, belanja operasi, belanja 

modal dan belanja tak terduga. Dimana setiap anggaran yang diterima setiap 

tahunnya akan mengalami perubahan. Berikut adalah hasil perhitungan dari 

selisish rasio berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada Pememrintah Kota 

Medan dari tahun 2019-2023: 

 

 

 

 



40 

 

 

 

Tahun Keterangan  Anggaran Belanja  Realisasi Belanja  Rasio 

2019 

Belanja Operasi 4.992.707.636.172,86 4.066.127.201.868,64 81,44% 

Belanja Pegawai 2.057.885.655.821,05 1.798.923.434.981,00 87,41% 

Belanja Barang dan Jasa  2.619.454.280.488,81 2.006.831.526.935,64 76,61% 

Belanja Hibah 300.321.777.700,00 254.079.939.952,00 84,60% 

Belanja Bantuan Sosial 15.045.922.163,00 6.292.300.000,00 41,82% 

Belanja Modal 1.300.255.956.255,00 992.661.245.694,74 76,34% 

Belanja Modal Tanah 154.731.492.200,00 24.746.094.000,00 15,99% 

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin  281.401.693.765,00 229.035.641.075,13 81,39% 

Belanja Modal Gedung Dan Bangunan  288.235.969.283,19 240.827.998.427,00 83,55% 

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan 

Jaringan  
543.314.136.365,00 467.234.704.167,00 85,99% 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  32.572.664.642,00 30.816.808.025,61 94,60% 

Belanja Tak Terduga  10.000.000.000,00 599.213.744,63 59,92% 

Belanja Tak Terduga  10.000.000.000,00 599.213.744,63 59,92% 

2020 

Belanja Tidak Langsung 2.809.751.352.261,18 2.076.255.354.959,86 73,89% 

Belanja Pegawai  1.968.273.530.489,18 1.630.919.407.679,91 82,86% 

Belanja Hibah 321.377.821.772,00 275.356.641.576,00 85,68% 

Belanja Bantuan Sosial 10.100.000.000 1.711.250.000,00 16,94% 

Belanja Tidak Terduga 510.000.000.000,00 168.268.055.703,95 32,99% 

Belanja Tidak Terduga  510.000.000.000,00 168.268.055.703,95 32,99% 

Belanja Langsung 2.444.915.722.138,35 1.778.487.055.776,70 72,74% 

Belanja Pegawai 668.928.370.863,00 540.082.019.492,45 80,73% 

Belanja Barang dan Jasa  1.328.005.887.937,27 930.126.758.226,92 70,03% 

Belanja Modal 447.981.463.338,08 308.278.278.057,33 68,81% 

Belanja Modal Tanah 99.781.037.609,00 20.555.152.370,00 20,60% 

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin  23.260.919.064,00 22.258.238.520,00 95,68% 

Belanja Modal Gedung Dan Bangunan  66.827.498.738,00 63.412.806.191,00 94,89% 

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan 

Jaringan  
83.002.138.000,00 63.943.233.456,33 77,03% 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  269.400.000,00 183.284.000,00 68,03% 

2021 

Belanja Operasi 4.721.486.070.425,00 3.833.501.098.374,87 81,19% 

Belanja Pegawai 2.061.059.323.800,00 1.703.889.945.639,97 82,67% 

Belanja Barang dan Jasa  2.307.001.676.891,00 1.823.152.911.869,00 79,02% 

Belanja Hibah 281.649.969,734,00 254.800.940.866,00 90,46% 

Belanja Bantuan Sosial 71.775.100.000 51.657.300.000,00 71,97% 

Belanja Modal 863.671.114.667,00 574.604.617.139,00 66,53% 

Belanja Modal Tanah 98.632.751.194,00 26.369.688.405,00 26,73% 

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin  271.895.263.303,00 228.537.294.179,00 84,05% 

Belanja Modal Gedung Dan Bangunan  163.765.379.738,00 139.454.699.511 85,15% 

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan 

Jaringan  
325.718.219.680,00 176.879.177.157,00 54,30% 

Belanja Modal Tetap Aset Lainnya 3.659.500.752 3.363.757.887,00 91,91% 

Belanja Tidak Terduga 146.237.877.183,00 91.039.428.798,00 62,25% 

Belanja Tidak Terduga 146.237.877.183,00 91.039.428.798,00 62,25% 

2022 

Belanja Operasi 5.279.980.643.883,00 4.411.464.936.830,00 83,55% 

Belanja Pegawai 2.134.996.730.799,00 1.859.029.655.901,00 87,07% 

Belanja Barang dan Jasa  2.712.957.639.891,00 2.358.927.781.710,00 86,95% 

Belanja Hibah 358.464.172.272,00 136.605.348.219,00 38,11% 

Belanja Bantuan Sosial 73.562.100.921,00 56.902.151.000,00 77,35% 
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 Penelitian ini akan mengukur kinerja Pemerintan Kota Medan tahun 2019-

2023 menggunakan metode value for money dengan tiga elemen yaitu ekonomis, 

efisiensi dan efektivitas dengan  Laporan Realisasi Anggaran sebagai sumber data 

sekunder. Berikut adalah Lapoan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan 

Periode 2019-2023. 

Table 4.1 

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Periode 2019-2023 

Sumber: LRA Pemerintah Kota Medan setelah diolah 

 

Belanja Modal 2.325.507.184.562,00 1.617.535.812.652,00 69,69% 

Belanja Modal Tanah 389.660.417.050,00 193.037.001.685,00 49,54% 

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin  450.144.576.665,00 413.338.138.958,00 91,82% 

Belanja Modal Gedung Dan Bangunan  390.122.762.424,00 325.942.923.423,00 83,55% 
Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan 

Jaringan  
1.080.109.067.923,00 670.339.241.437,00 62,06% 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  15.470.360.500,00 14.878.507.149,00 96,17% 

Belanja Tak Terduga  63.232.363.043,00 18.218.423.360,00 28,81% 

Belanja Tak Terduga  63.232.363.043,00 18.218.423.360,00 28,81% 

2023 

Belanja Operasi 5.422.658.985.633,00 4.788.957.849.977,00 88,31% 

Belanja Pegawai 2.038.507.227.859,00 1.854.598.838.131,00 90,97% 

Belanja Barang dan Jasa  3.004.309.316.194,00 2.571.197.143.166,28 85,58% 

Belanja Hibah 295.652.654.880,00 290.823.938.445,00 98,36% 

Belanja Bantuan Sosial 84.189.786.700,00 72.337.930.235,00 85,92% 

Belanja Modal 2.378.363.903.973,00 1.493.367.508.931,00 62,78% 

Belanja Modal Tanah 307.098.916.980,00 102.440.925.657,00 33,35% 

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin  347.868.687.106,00 287.203.939.384,00 82,56% 

Belanja Modal Gedung Dan Bangunan  698.775.986.106,00 404.944.131.783,00 57,95% 

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan 

Jaringan  1.004.417.653.364,00 683.514.637.511,00 63,57% 

Belanja Aset Tetap Lainnya 20.202.660.364,00 15.263.874.596,00 75,55% 

Belanja Tak Terduga  43.679.292.966,00 116.184.409,00 26,59% 

Belanja Tak Terduga  43.679.292.966,00 116.184.409,00 26,59% 

Tahun Anggaran Belanja Realisasi Belanja Rasio Anggaran 

Pendapatan 

Realisasi Pendapatan 

2019 6.302.963.592.428 5.059.387.661.308 80,26% 6.257.239.035.331 5.518.722.179.306 

2020 5.254.667.074.399,53 3.854.742.410.736,56 73,35% 4.757.852.448.866,16 3.988.761.485.152,01 

2021 5.731.395.062.275 4.499.145.144.311,87 78,50% 5.208.964.175.119 5.023.080.346.608,29 

2022 7.668.720.191.488 6.047.219.172.842 78,86% 6.522.123.770.774 5.449.340.586.722,85 

2023 7.844.702.182.572 6.282.441.543.317 80,08% 7.296.157.352.009 5.802.580.478.749,50 
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Grafik LRA Pemerintah Kota Medan 2019-2023 

4.2 Pembahasan 

4.2.1. Analisis Data 

1. Rasio Ekonomis 

Dalam bahasa organisasi pemerintah, ukuran ekonomis dinyatakan sebagai 

anggaran yang didistribusikan untuk membiayai kegiatan tertentu. 

Penghematan terjadi ketika sumber daya yang dikeluarkan lebih kecil dari 

anggaran. Pengukuran rasio ekonomis memahami bahwa dalam mendapatkan 

kualitas dan kuantitas tertentu dari sumber daya (input) lebih baik jika dengan 

harga yang lebih murah atau harga yang mendekati harga pasar. Rasio 

ekonomis merupakan perbandingan antara realisasi biaya yang digunakan 

dengan anggaran biaya yang digunakan, dapat dicari dengan perhitungan 

sebagai berikut:  
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    Table 4.2 

Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Medan 

 

 

1. Dari tabel diatas, dapat dilihat hasil perhitungan resio ekonomis 

berdasarkan metode value for money pada tahun 2020, 2021, dan 2022 

dihasilkan bahwa realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan Kurang 

Ekonomis karena persentase rasio berada dibawah 80%. 

2. Hasil perhitungan rasio ekonomis berdasarkan metode value for money 

pada tahun 2019 dan 2023 dihasilkan bahwa realisasi anggaran pemerintah 

kota Medan cukup ekonomis karena persentase rasio besar dari sama 

dengan 80%. 

 

2. Rasio Efisiensi  

Pengukuran rasio efisiensi yaitu bertujuan untuk mencapai keluaran yang 

tertinggi dengan masukan tertentu, atau menggunakan masukan yang murah 

untuk mendapatkan output tertentu. Pengukuran Efisiensi dikatakan efisiensi 

Tahun Perhitungan Laporan Realisasi Rasio Ekonomis Kategori 

2019                  

                 
        

       Cukup Ekonomis
 

2020 
 
                    

                    
        

        Kurang Ekonomis 

 

2021                     

                 
        

       Kurang Ekonomis 

2022                  

                 
        

       Kurang Ekonomis 

2023                  

                 
        

       Cukup Ekonomis 
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apabila pencapaian nilai output lebih besar dibandingkan dengan nilai input. 

Efisiensi diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan sumber 

daya yang  digunakan (biaya produk). Pengukuran efisiensi dapat dinyatakan 

dalam rumus berikut : 

          
               

                    
        

 

Table 4.3 

Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Medan 

 

 

 

1. Hasil perhitungan rasio efisiensi berdasarkan metode value for money 

didapatkan hasil bahwa pada tahun 2019 dan 2020 dihasilkan bahwa 

realisasi anggaran pemerintah kota Medan kurang efisiensi karena 

persentase rasio berada diatas 90%. 

2. Hasil perhitungan rasio efisiensi berdasarkan metode value for money pada 

tahun 2021 dihasilkan bahwa realisasi anggaran pemerintah kota Medan 

cukup efisiensi karena persentase rasio berada dibawah 90% 

Tahun Perhitungan Laporan Realisasi Rasio Efisiensi Kategori 

2019                  

                 
        

       Kurang Efisisensi 

2020 
 
                    

                    
        

        Kurang Efisiensi 

 

2021                     

                    
        

       Cukup Efisiensi 

2022                  

                    
        

        Tidak Efisiensi 

2023                  

                    
        

        Tidak Efisiensi 
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3. Hasil perhitungan rasio efisiensi berdasarkan metode value for Money pada 

tahun 2022 dan 2023 realisasi anggaran pemerintah kota Medan Tidak 

Efisiensi karena Persentase Rasio berada diatas 100%. 

3. Rasio Efektivitas 

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target 

pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data 

realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Pengukuran rasio 

efektivitas yaitu perolehan hasil program dengan tujuan tertentu yang sudah 

ditetapkan dan dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 

            
                    

                 
        

 

    Table 4.4 

Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Medan 

 

Tahun Perhitungan Laporan Realisasi Rasio Efektif Kategori 

2019                  

                 
        

       Cukup Efektivitas 

2020 
 
                    

                    
        

        Cukup Efektivitas 

2021                     

                 
        

       Efektivitas 

2022                     

                 
        

       Cukup Efektivitas 

2023                     

                 
        

       Kurang Efektivitas 



46 

 

 

 

1.  Hasil perhitungan rasio efektivitas berdasarkan metode value for money pada 

tahun 2019, 2020 dan 2022 realisasi anggaran pemerintah kota Medan cukup 

efektivitas karena persentase rasio berada diatas 80%. 

2. Hasil perhitungan rasio efektivitas berdasarkan metode value for money pada 

tahun 2021 realisasi anggaran pemerintah kota Medan Efektivitas karena 

persentase rasio berada diatas 90%. 

3. Hasil perhitungan rasio efisiensi berdasarkan metode value for Money pada 

tahun 2023 realisasi anggaran pemerintah kota Medan kurang efektivitas 

karena Persentase Rasio berada dibawah 80%. 

4.2.2 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Medan berdasarkan Metode Value 

For Money 

1. Rasio Ekonomis 

Dilihat dari tabel 4.2, maka untuk Rasio ekonomis Pemerintah Kota 

Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana untuk tahun 2019 rasio ekonomis 

sebesar 80,27%, hal ini termasuk kedalam kategori cukup ekonomis karena berada 

diantara 80% sampai 90%, untuk tahun 2020 rasio ekonomis mengalami 

penurunan menjadi 73,36%, yang termasuk kedalam kategori kurang ekonomis 

karena diantara 60% sampai 80%, untuk tahun 2021 rasio ekonomis mengalami 

peningkatan menjadi 78,50%, tetapi masih termasuk kedalam kategori kurang 

ekonomis karena diantara 80% sampai 80% untuk tahun 2022 mengalami 

peningkatan menjadi 78,86%, tetapi masih termasuk kedalam kategori kurang 

ekonomis karena diantara 80% sampai 90%. Dan untuk tahun 2023 rasio 

ekonomis mengalami kenaikan menjadi 80,09%,  yang termasuk kedalam kategori 

cukup ekonomis karena berada diantara 80% sampai 90%. Dimana standar dari 

rasio ekonomis adalah 100%, maka yang dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota 
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Medan masih belum cukup dalam melakukan alokasi tepat guna dalam angaran 

belanjanya. 

Untuk anggaran belanja dari 2019 sampai 2023 setiap tahunnya 

mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 diakibatkan 

rendahnya serapan anggaran ditahun 2020 yang disebabkan banyak faktor, hal ini 

dibuktikan dengan tingkat rasio ekonomis atas Pemerintah Kota Medan yang 

mengalami penurunan.  

Perkembangan rasio ekonomis Pemerintah Kota Medan dapat dilihat 

dalam grafik berikut ini: 

 

Rasio ekonomis Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2019 sampai tahun 

2023 mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena perubahan jumlah belanja 

Pemerintah Kota Medan setiap tahunnya. Melalui analisis rasio ekonomis dapat 

diketahui seberapa besar realisai belanja Pemerintah Kota Medan terhadap target 

belanja yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Medan yang seharusnya dicapai 

pada periode tertentu. Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang 

80.27% 

73.36% 

78.50% 78.86% 

81.00% 

68.00%

70.00%

72.00%

74.00%

76.00%

78.00%

80.00%

82.00%

2019 2020 2021 2022 2023

Rasio Ekonomis 

Rasio Ekonomis
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mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan serta tepat guna. 

Dengan semakin besar persentasi ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah 

daerah semakin baik (Mahsun, 2016).  

 

                   
                 

                
        

 

 
                     

                     
        

 

        

Berdasarkan analisis data yang dilakukan untuk kinerja Pemerintah Kota 

Medan dengan menggunakan Metode Value For Money  dapat dikatakan rasio 

ekonomis berada pada kategori kurang baik. Dimana hasil rata-rata rasio tingkat 

ekonomisnya sebesar 78,48% dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2019 sampai 

2023. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja keuargan pemerintah daerah 

Kota Medan dapat dikatakan Kurang Ekonomis dalam pengelolaan pendapatan.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Munandar, 2021) pada Pemerintah Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan 

2019, yang menghasilkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya berada pada kategori 

kurang ekonomis. 

2. Rasio Efisiensi 

Dapat dilihat dari tabel 4.3 untuk Rasio efisiensi Pemerintah Kota Medan 

yang diukur dalam 5 tahun, dimana untuk tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 

91,68%, yang termasuk dalam kategori kurang efisiensi karena berada diatara 

90% sampai 100%, untuk tahun 2020 rasio efisiensi mengalami kenaikan menjadi 

96,64% yang termasuk dalam kategori kurang efisiensi  karena berada diantara 
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90% sampai 100%, untuk tahun 2021 rasio efisiensi mengalami penurunan 

menjadi 89,57%, yang temasuk kedalam kategori cukup ekonomis karena berada 

diantara 80% sampai 90%, untuk ditahun 2022 rasio efisisensi mengalami 

kenaikan menjadi 110,97%, yang termasuk kedalam kategori tidak efisiensi 

karena berada diatas 100%. 

Untuk tahun 2023 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 

108,27%, tetapi masih saja termasuk kategori tidak efisiensi karena berada diatas 

100%. Dimana standar rasio efisiensi yang dicapai kurang dari 100% atau 

semakin kecil rasio efisiensi yang diacapai, maka kinerjanya semakin baik. 

Tingkat efisiensi dalam megelola keuangan dengan melihat perbandingan antara 

realisasi anggran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan (Andriani, 2012). 

Perkembangan rasio efisiensi Pemerintah Kota Medan dapat dilihat dalam 

grafik tersebut: 

 

 

 

91.68% 
96.64% 

89.57% 

110.97% 108.27% 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

2019 2020 2021 2022 2023

Rasio Efisiensi 

Rasio Efisiensi



50 

 

 

 

 

                     
                 

                    
        

 
                     

                    
        

        

Berdasarkan analisis data yang dilakukan untuk kinerja Pemerintah Kota 

Medan dengan menggunakan Metode Value For Money  dapat dikatakan rasio 

efisiensi berada pada kategori tidak baik. Dimana hasil rata-rata rasio tingkat 

efisiensi adalah sebesar 99,85% dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2019 sampai 

2023 kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota 

Medan dikatakan Kurang Efisiensi.  Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Munandar, 2021) pada Pemerintah Kota Surabaya 

tahun 2015 sampai dengan 2019, yang menghasilkan bahwa Pemerintah Kota 

Surabaya berada pada kategori tidak efisiensi. 

3. Rasio Efektivitas  

Dilihat dari tabel 4.4, maka untuk rasio efektivitas Pemerintah Kota 

Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana untuk tahun 2019 rasio efektivitas 

sebesar 88,20%, yang termasuk dalam kategori cukup efektif, yang termasuk 

dalam kategori cukup ekonomis karena, berada diantara 80% sampai 90%, untutk 

tahun 2020 rasio efektivitas mengalami penurnan menjadi 83,83%, tetapi masi 

termasuk dalam kategori cukup efektif karena masuk karena berada diantara 80% 

sampai 90%, untuk tahun 2021 rasio ekonomis mengalami kenaikan sebesar 

96,43%, yang termasuk dalam kategori efektif, karena berada diantara 90% 

sampai 100%, untuk tahun 2022 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 
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83,55%, namun masi termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada 

dianatar 80% sampai 90%. 

Perkembangan rasio efektivitas Pemerintah Kota Medan dapat dilihat 

dalam grafik tersebut: 

 

                      
                    

                  
        

 
                    

                     
        

        

Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk kinerja Pemerintah Kota Medan 

dengan menggunakan metode value for money dapat dikatakan rasio efektivitas 

berada pada kategori cukup efektivitas  dalam pengelolaan pendapatan dengan 

tingkat efektivitas rata-rata adalah sebesar 85,82% dalam kurun waktu 5 tahun 

sejak 2019 sampai 2023. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Munandar, 2021) pada Pemerintah Kota Surabaya tahun 2015 

sampai dengan 2019, yang menghasilkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya 

berada pada kategori sangat efektivitas. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari analisis kinerja pemerintah kota medan berdasarkan 

penelitian ini yang di ukur melalui konsep value  for money mendapatkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rasio ekonomis dari tahun 2019 sampai tahun 2023 pada Pemerintah Kota 

Medan berada pada kategori kurang ekonomis, hal ini terjadi pada rasio 

ekonomis dikarenakan meningkatnya jumlah anggaran belanja serta 

disandingkan realisasinya, yang menunjukan bahwa penggunaan dalam 

belanja Pemerintah Kota Medan kurang ekonomis dan tidak tepat guna 

sehingga anggaran yang digunakan susah sesuai dengan apa yang sudah 

ditetapkan. 

2. Rasio efisiensi dari tahun 2019 sampai tahun  2023 pada Pemerintah Kota 

Medan berada pada kategori kurang efisiensi, hal ini terjadi karena lebih 

besarnya perbandingan belanja dari pendapatan yang ada membuat kinerjanya 

dikategorikan kurang efisiensi. 

3. Rasio efektivitas dari tahun 2019 sampai tahun 2023 Pemerintah Kota Medan 

berada pada kategori cukup efektivitas karena  realisasi pendapatannya sudah 

sesuai dengan target pendapatan yang telah ditetapkan. 

4. Kinerja Pemerintah Kota Medan diukur menggunakan metode value for 

money yaitu berdasarkan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. 

Menghasilkan bahwa pemerintah Kota Medan memiliki rasio kurang 

ekonomis, kurang efisiensi, dan cukup efektivitas. Hal ini menunjukkan 
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bahwa Pemerintah Kota Medan belum optimal dan belum cukup baik dalam 

mengelola dana anggarannya sehingga mengalami pengeluaran yang belum 

tepat sasaran. 

5.2 Saran  

Adapun saran yang dapat penulis sajikan sehubung dengan permaslahan 

yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan adalah sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan Value For Money, diperlukan penyesuaian pengeluaran 

belanja operasi agar tidak terlalu besar dan pelaksanaan anggaran tidak hanaya 

altifitas operasional saja. 

2. Berkaitan dengan tingkat realisais belanja daerah, agar semua unsur terkait 

dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik sehingga memberikan 

dampak terhadap pelaksanaan anggaran yang ekonomis, efektif, efisiensi serta 

tepat waktu. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel dan isu 

permasalahan agar mendapatkan informasi yang lebih luas terkait penerapan 

akuntansi pada instansi sektor publik. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini: 

1. Hanya mengambil 1 sampel dari OPD Kota Medan yaitu Badan Keuangan dan 

Aset Daerah dengan melihat laporan realiasi anggaran dari tahun 2019-2023. 

2. Dalam menilai pengukuran kinerja hanya menggunakan satu metode yaitu 

metode value for money. 
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